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1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 
tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten 
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung 
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3969); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

bahwa dalam rangka penyesuaian dan keselarasan dalam 
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
dalam Kabupaten Tebo pada Tahun Anggaran 2017, 
perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Tebo 
Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 
2017; 

BUPATI TEBO, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 35 TAHUN 2016 
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DESA (APB Desa) TAHUN ANGGARAN 2017 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI TEBO 
NOMOR :· . g TAHUN 2017 

BUPATITEBO 
PROVINS! JAMBI 
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4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang Undang Nornor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5717); g 
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22. Peraturan Bupati Tebo Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal U sul dan 
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 7); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5694); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 
tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembangunan Desa; 

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal U sul dan Kewenagan 
Lokal Berskala Desa; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 

18. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang 
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 
1367) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Kepala 
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah 
Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Kepala Lembaga Kebijakan Nomor 13 Tahun 2013 
tentang Pengadaan Barang /Jasa di Desa [Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 1); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2017 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 Nomor ); 

21. Peraturan Bupati Tebo Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita 
Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 5 ); 
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belanja alat tulis kantor, materai, dan lain-lain sesuai kebutuhan dan 

} keadaan keuangan Desa. 

rv. Pelaksana Teknis Kegiatan(Kepala Seksi atau Kepala Urusan) sebesar 

Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); dan 

Selain pemberian honorarium diatas, dalam kegiatan mi juga 

dianggarkan untuk operasional pengelolaan keuangan Desa, seperti 

Pasall 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tebo Nomor 35 Tahun 2016 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB 

Desa) Tahun Anggaran 2017, diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga lampiran berbunyi sebagai berikut : 

Pengelompokan bidang dan kegiatan dalam Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa sebagai berikut: 

5). Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa. 
Pengelolaan administrasi keuangan Desa, dimaksudkan agar 

pengelolaan keuangan Desa dapat dilaksanakan dengan tertib dan 

benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam 

kegiatan ini, pejabat pengelola keuangan Desa atau Pejabat 

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PPTKD) diberikan 

honorarium, yang besaran setiap bulan ditetapkan setinggi-tingginya 

sebgai berikut: 
1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (Kepala Desa), 

sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); 

ii. Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (Sekretraris 

Desa), sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah); 

iii. Bendahara Desa, sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). 

Bendahara Desa dijabat oleh Kepala Urusan Keuangan. 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 35 TAHUN 2016 
TENTANG PEDOMAN PE~'YUSUNAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB Desa) TAHUN 
ANGGARAN 2017. 

MEMUTUSKAN, 

23. Peraturan Bupati Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 7); 
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.. o/ 
UPATEN TEBO TAHUN 2017 NOMOR g 

Di undangkan di Muara Tebo 
pada tanggal 30 - , - 2017 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 


